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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Kepastian Hukum pembubaran Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa 

aturan hukum yang tepat dalam hal pembubaran BUMDes, yang ternyata 

mengalami kekosongan dalam pengaturannya. Meskipun diatur dalam Permendes 

PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan 

Pembubaan BUMDes. Aturan ini ternyata semakin tidak berkepastian hukum 

manakala tidak ada satu pun bab yang menjelaskan mengenai pembubaran. Oleh 

karenanya, diperlukan penelitian mengenai pembubaran BUMDes. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

penelitian hukum yuridis normatif, dengan 2 (dua) pendekatan, yakni : statute 

approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

BUMDes sejatinya adalah termasuk badan usaha yang berbadan hukum dan 

masuk klasifikasi badan hukum publik karena didirikan oleh kekuasaan umum 

yang dalam hal ini disebut Pemerintahan desa. Dari pengklasifikasiannya itu 

selanjutnya penelitian mengarah pada aturan pembubaran BUMDes yang 

sebelumnya mengalami kekeosongan aturan dengan cara mengkoherensikan 

pembubaran-pembubaran di sejumlah bentuk-bentuk badan hukum dan akhirnya 

dikorelasikan dengan aturan pembubaran BUMDes atau dalam hal ini yang 

dibubarkan adalah unit-unit usaha yang dinaungi BUMDes seperti Perseroan 

terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro. Selain itu, penelitian ini juga berhasil 

mengetahui pejabat yang berwenang dalam membubarkan BUMDes yang dalam 

hal ini adalah Kepala Desa sebagai pejabat yang berwenang menetapkan 

Peraturan Desa. 

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa, Kepala Desa, Desa, Badan Hukum 
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ABSTRACT 

This research entitled Legal Certainty of dissolution of Village Owned 

Enterprises . This research  aims to determine and analyze the appropriate legal 

rules in the case of the dissolution of Village Owned Enterprises , which 

apparently experienced a vacuum in the arrangement. Although regulated in 

Permendes  PDTT No. 4 of 2015 on the Establishment, Management and 

Management and Dissolution of Village Owned Enterprises . This rule proves to 

be less lawful when there is not a single chapter explaining the dissolution. 

Therefore, research on the dissolution of Village Owned Enterprises  is required. 

The research method used in this research is using normative juridical research 

method, with 2 (two) approaches, namely: statute approach and conceptual 

approach. The results of this study also indicate that Village Owned Enterprises  is 

actually a legal entity and entered the classification of public legal entity since it 

was founded by the general authority in this case called Village Government. 

From the classification it further research leads to the rule of dissolution of 

Village Owned Enterprises  which previously experienced a void of rules by way 

of match the  dissolutions  in forms of legal entities and finally correlated with the 

rules of dissolution Village Owned Enterprises  or in this case is dissolved 

business units shaded Village Owned Enterprises  such as Limited Liability 

Company and Micro Finance Institution. In addition, this study also succeeded in 

knowing the authorized officers in dissolving Village Owned Enterprises  which 

in this case is the head master of village as an official authorized to establish 

Village Rules. 

Keywords: Village Owned Enterprise, Headmaster  of village, Village, Legal 

Entity 
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.BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 KESIMPULAN 

4.1.1 Analisis Karakteristik Badan Hukum Dalam Badan usaha Milik Desa 

Berangkat dari Ketidakjelasan status Badan usaha Milik Desa (BUMDes) 

termasuk badan hukum atau bukan badan hukum yang membuat penelitian ini 

mengharuskan memaparkan dengan rinci konsep badan hukum, seperti 

menganalisis macam-macamnya hingga jenis-jenis badan hukum itu sendiri. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa unit-unit usaha yang dinaungi BUMDes 

seperti Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro BUMDes yang dapat 

dikatakan badan hukum. Karena BUMDes hanyalah “wadah” sementara bentuk-

bentuknya itulah yang dapat disebut badan hukum  

 

4.1.2 Mekanisme Pembubaran BUMDes yang Bercirikan Desa 

Pembahasan pada bab ini akhirnya menemukan titik terang, yaitu telah 

ditemukannya aturan yang tepat untuk pembubabaran BUMDes. Namun sebelum 

sampai sana, penelitian ini membanding-bandingkan lagi pembubaran-

pembubaran Perseroan Terbatas dalam UU Perseroan Terbatas dan pembubaran 

Lembaga Keuangan Mikro  dalam UU Lembaga Keuangan Mikro. Dari sana 

akhirnya ditarik kesimpulan bahwa dilakukan pembubaran BUMDes secara 

keseluruhan. Maksudnya, terlebih dahulu yang harus dibubarkan adalah unit-unit 

usaha BUMDes yang berbentuk Perseroan terbatas atau Lembaga Keuangan 
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Mikro. jika sudah, maka pembubaran BUMDes dapat ditetapkan dengan Peraturan 

Desa dan yang menetapkan adalah kepala desa. 

 

4.2 SARAN 

4.2.1 Analisis Karakteristik Badan Hukum Dalam Badan usaha Milik Desa 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

yang dalam hal ini menjadi instansi yang berwenang membuat regulasi tentang 

pengelolaan BUMDes, seyogyanya mempertegas status badan hukum yang 

„ternyata‟ dimiliki unit-unit usaha dalam BUMDes yang berbentuk Perseroan 

Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro. Agar BUMDes sebagai kegiatan usaha 

yang dimiliki masyarakat desa semakin memiliki legitimasi yang kuat. Sehingga 

multak adanya pertegasan mengenai status BUMDes dalam Permendes PDTT 

Nomor 4 tahun 2015 jika nantinya direvisi. 

 

4.2.2 Mekanisme Pembubaran BUMDes yang Bercirikan Desa 

Seyogyanya, BUMDes harus tetap menghormati dua rezim undang-

undang yang berlaku sebagai dasar pendirian unit-unit usaha dalam BUMDes 

yang berbentuk badan hukum tersebut, yaitu UU Perseroan Terbatas dan UU 

Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga melalui Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, harus dapat memberikan pemahaman kepada 

pengurus BUMDes, bahwa didalam BUMDes itu sendiri terdapat beberapa rezim 

yang berbeda.  

Perihal kosongnya aturan mengenai pembubaran BUMDes, Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seyogyanya dapat 
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merevisi Permendes PDTT Nomor 4 tahun 2015 dengan mengacu pada penelitian 

yang sudah dibuat ini, agar kedepannya aturan mengenai pembubaran BUMDes 

dapat dirasa semakin berkepastian hukum. 
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